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ERCIPTANYA kehidupan yang penuh
keadilan sosial adalah cita-cita men-
dasar semua masyarakat.  Salah satu
wujud dari keadilan sosial adalah adanya kese-
taraan jender dalam relasi sosial masyarakat.
Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, orga-
nisasi perempuan, yang merupakan bagian dari
masyarakat sipil yang mampu mengorganisir
diri sendiri (Cohen dan Arato, 1992)  setidaknya
mempunyai tiga peran dan fungsi penting (Gan-
dhi Lapian 2012, Otho Hadi, 2010)   dalam pe-
negakan keadilan dan kesetaraan jender. Yaitu
sebagai pengawas dan pemantau, sebagai pe-
juang perbaikan (advokasi), dan sebagai pemberi
informasi kepada sesama warga masyarakat.
Pengawas dan Pemantau
Peran sebagai pengawas dan pemantau di-
lakukan organisasi perempuan dengan mela-
porkan atau mengadukan kepada pihak berwe-
nang pada saat menyaksikan atau mengalami
kekerasan. Mengadukan dan melaporkan keke-
rasan yang terjadi membutuhkan keberanian
yang besar dari pihak pelapor atau korban. Ka-
rena sangat mungkin terjadi bahwa pelaku yang
dilaporkan adalah orang yang dikenal, atau bah-
kan dalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Ru-
mah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual pe-
laku adalah kerabat dekat, belum lagi kebenaran
informasi yang disampaikan pun harus terjamin.
Bagi korban, mengadukan kekerasan juga ber-
arti merelakan diri untuk dibuka aibnya, ka-
dangkala bahkan bisa berbalik dituduh sebagai
pencemaran nama baik, atau malah lebih diren-
dahkan lagi sebagai penyebab perilaku. Untuk
mendukung peran ini beberapa organisasi pe-
rempuan membuka layanan-layanan pengaduan
yang  juga melindungi korban atau pelaku. 
Memperjuangkan perbaikan agar tercipta
situasi yang lebih baik dapat dilakukan dengan
memberikan layanan  pendampingan dan ad-
vokasi bagi korban. Juga memulihkan trauma
dan harga diri korban, memberikan semua du-
kungan (sosial, ekonomi, hukum) pada korban.
Selain   menghukum  pelaku, memperbaiki sis-
tem perlindungan, mengubah lingkungan sosial
melalui pemberdayaan masyarakat.  Layanan
ini dilakukan oleh lembaga-lembaga perempuan
dengan mendirikan crisis center dan  saling
berjejaring agar layanan yang diberikan saling
melengkapi.  
Selain kekerasan seksual, ada juga jenis keke-
rasan terhadap perempuan yang tidak banyak
diperhatikan orang. Bahkan mungkin tidak di-
rasakan oleh kebanyakan perempuan, termasuk
kadangkala oleh aktivis perempuan, yaitu keke-
rasan beban ganda (double burden). Laporan
pengaduan atas kekerasan beban ganda juga
jarang ditemukan, kalaupun ada itu menjadi
bagian kecil dalam laporan kronologi KDRT.      
Beban Ganda
Beban ganda merupakan bentuk kekerasan di
mana perempuan menanggung beban pekerjaan
di ruang publik sekaligus juga semua beban pe-
kerjaan domestik. Bagi masyarakat hal ini meru-
pakan hal yang wajar dan suatu keharusan.
Bahkan  sebagian aktivis perempuan sukses di
luar rumah, harus juga sukses urusan rumah
tangga. Tidak sedikit aktivis perempuan yang
membanggakan diri bahwa sebelum berangkat
bekerja ke kantor,  sudah mema-
sak untuk suami dan anak, mem-
bersihkan rumah. Sepulang kerja
menyempatkan diri berbelanja,
menjemput anak, dan memasak
untuk makan malam. Mereka di-
juluki sebagai super woman, dipu-
ji dengan mempunyai kemampu-
an multi tasking. Gambaran profil
perempuan semacam ini bahkan
muncul dalam iklan di layar TV
sebagai Ibu yang ideal.    
Pertanyaannya: apa yang di-
lakukan oleh suaminya?, Apakah
dia ikut membantu mengerjakan
pekerjaan domestik di rumah?,
Apakah dia ikut terlibat dalam
urusan-urusan kecil pengasuhan
anak?.
Jika jawabannya adalah urus-
an pekerjaan rumah tangga
merupakan tugas istri, dan
adalah tabu jika suami membantu mengerjakan
pekerjaan rumah tangga, maka terjadilah keke-
rasan beban ganda tersebut. Jika keluarga terse-
but, kemudian mencari perempuan lain untuk
mengerjakan pekerjaan domestik, maka telah
terjadi pengalihan beban ganda dari si istri kepa-
da perempuan lain. Dan perempuan itu mung-
kin juga ibu di sebuah keluarga.
Karenanya perlu edukasi masyarakat khusus-
nya laki-laki, bahwa pekerjaan domestik adalah
pekerjaan yang dapat dilakukan dengan berbagi
antara laki-laki dan perempuan. Nasyiatul
Aisyiyah yang berbasis pada volunterisme telah
lama berada di jalur peran edukasi, kini saatnya
beranjak pada peran pejuang perbaikan (ad-
vokasi) dan pengawas. Rintisan pelatihan para-
legal yang telah dilakukan perlu ditindaklanjuti
ke aksi yang lebih konkret. Momen muktamar
XIII  adalah forum tepat untuk meneguhkan hal
tersebut.  q - k
*)Abidah Muflihati, Ketua III Pimpinan
Pusat Nasyiatul Aisyiyah periode 2012-2016, 
Pengajar di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial 
UIN Sunan Kalijaga
Naskah kerja sama KR - Nasyiatul Aisyiyah.
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PROBLEMA haji belum juga
berhenti. Problem paling aktual saat
ini adalah ditahannya 177 calon haji
(calhaj) Indonesia di Filipina karena
menggunakan paspor palsu. Meski
pihak Indonesia sudah berusaha un-
tuk bisa memulangkan (karena me-
reka korban kejahatan), namun sam-
pai Kamis (25/8) kemarin mereka
masih ditahan di Bandara Manila.
Sebenarnya, kaum Muslim Indo-
nesia yang berangkat haji melalui
negara lain sudah sering terjadi.
Bukan hanya Filipina, tetapi juga
negara tetangga lainnya. Hal ini juga
diakui Menlu Retno LP Marsudi
yang menyatakan penggunaan pas-
por Filipina oleh WNI dengan mak-
sud memanfaatkan kuota haji
Filipina karena keterbatasan kuota
di Indonesia merupakan peristiwa
yang cukup sering terjadi (KR, Rabu
24/8). Hanya saja, selama ini lancar-
lancar saja dan aman-aman saja.
Tidak seperti yang menimpa ke 177
calhaj dari berbagai daerah ini. 
Meski demikian, kenyataannya ini
harus menjadi pemikiran kita se-
mua. Realitas bahwa jika mendaftar
haji secara resmi harus menunggu
lama untuk berangkat, harus di-
carikan solusi. Dalam hal ini, peme-
rintah perlu melakukan langkah-
langkah kongkret sehingga lamanya
masa tunggu (waiting list) bisa diku-
rangi.
Cara yang bisa ditempuh antara
lain dengan melakukan lobi kepada
pemerintah Arab Saudi agar kebi-
jakan pemotongan kuota haji 20 %
segera dihentikan, sehingga tahun
cepan bisa memberangkatkan je-
maah sesuai kuota kota yang diten-
tukan. Bukankah kebijakan pemo-
tongan kuota 20 % tiga tahun lalu
karena sedang dilakukannya reno-
vasi Masjidil Haram. Sedang saat ini
proses renovasi bisa dibilang sudah
selesai dan arena thawaf (mathaf)
sudah cukup luas dan bisa menam-
pung jauh lebih banyak jemaah yang
melakukan thawaf pada saat yang
sama, dibanding sebelum renovasi.
Selain itu, pemerintah RI juga bisa
melobi pemerintah Arab Saudi su-
paya bisa memanfaatkan sisa kuota
negara-negara lain. Sebab ada se-
jumlah negara yang karena berbagai
hal kaum muslimnya yang be-
rangkat haji jumlahnya di bawah
kuota, termasuk Filipina. Padahal
jumlah peminat haji di Indonesia su-
dah jauh melampaui kuota.
Kedua upaya ini kiranya perlu di-
lakukan pemerintah Indonesia
sesegera mungkin, misalnya di-
lakukan Amirul Hajj saat musim haji
nanti. Sebab, meski kalau dikabul-
kan (penambahan kuota) baru bisa
dilaksanakan pada musim tahun de-
pan, namun penyiapannya membu-
tuhkan waktu lama. Persiapan terse-
but antara lain menyangkut penye-
diaan sarana transportasi
(Indonesia-Saudi PP dan angkutan
selama di Tanah Suci), akomodasi
(penyewaan hotel sebagai pemon-
dokan) dan penyediaan katering un-
tuk jemaah selama di Tanah Suci
yang jumlahnya akan lebih banyak
dibanding tahun sebelumnya.
Sedang kepada umat Islam yang
ingin melaksanakan rukun Islam ini,
hendaknya menempuh cara-cara
yang legal. Artinya, mendaftar se-
cara resmi melalui lembaga yang res-
mi. Kalau berangkat haji secara reg-
uler melalui Kemenag. Sedang kalau
haji khusus (plus) menggunakan biro
perjalanan yang resmi. Termasuk
jika akan berangkat umrah di luar
musim haji.
Sebab, di saat peminat ke Tanah
Suci tinggi, ada saja biro perjalanan
tidak resmi atau ada oknum yang
ingin mengeruk keuntungan. Untuk
mengecek apakah sebuah biro perja-
lanan resmi atau tidak sebenarnya
mudah. Sebab daftar yang resmi bisa
diakses di situs Kemenag RI. Kalau
pun biro perjalanan di daerah yang
hanya agen, maka perlu dipastikan
bahwa pusatnya adalah biro yang
resmi.
Bagaimanapun, haji dan umrah
merupakan perjalanan suci. Karena
itu sudah semestinya kalau ditem-
puh dengan cara yang benar, sehing-
ga tercipta kenyamanan dan ada
kepastian keberangkatan. q - k
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UMLAH perokok di Indonesia terus
mengalami peningkatan seiring me-
ningkatnya produksi rokok. Data me-
nunjukkan tahun 1995, jumlah perokok di
Indonesia mencapai 27% dari jumlah penduduk
di Indonesia dan tahun 2011 mengalami pening-
katan menjadi 36%. Statistik konsumsi rokok
dunia pada 2014 kembali meneguhkan posisi
Indonesia sebagai salah satu negara konsumen
rokok terbesar di dunia. 
Di tahun 2013, konsumsi rokok dunia menca-
pai 5,8 triliun batang, 240 miliar batang (4,14%)
di antaranya dikonsumsi oleh perokok Indone-
sia. Prevalensi merokok penduduk Indonesia ter-
golong tinggi di berbagai lapisan masyarakat,
terutama laki-laki mulai dari usia anak-anak
hingga dewasa. Berdasarkan data Riset
Kesehatan  Dasar (Riskesdas) tahun 2014, tren
usia merokok meningkat pada usia remaja yaitu
kelompok usia 10-14 tahun dan 15-19 tahun.
Sehingga kelompok ini perlu mendapatkan per-
hatian khusus dalam pola konsumsi rokok di
Indonesia. 
Akibat Rokok
Biaya kesehatan, ekonomi dan sosial yang
ditimbulkan akibat konsumsi tembakau terus
meningkat. Menurut data WHO, Indonesia
merupakan negara ketiga konsumsi rokok terbe-
sar di dunia setelah China dan India yang diikuti
50% kematian akibat rokok di negara berkem-
bang. Beberapa studi menunjukkan dampak
konsumsi rokok seperti kematian bagi bayi dan
keguguran, asma, infeksi saluran pernapasan
dan depresi. Ada indikasi hubungan kecende-
rungan merokok dengan depresi sehingga memi-
liki probabilitas yang mengarah pada konsumsi
nikotin yang lebih tinggi seperti ganja dan se-
jenisnya. 
Berdasarkan data Riskesdas 2013, sekitar
85% rumah tangga di Indonesia terpapar asap
rokok. Yang berarti estimasi delapan perokok
meninggal dunia karena perokok aktif dan satu
perokok pasif meninggal akibat dampak dari pa-
paran perokok lainnya. Selain masalah kese-
hatan, rokok juga meningkatkan belanja untuk
pengeluaran rumah tangga dan hal ini menjadi
beban bagi rakyat golongan menengah ke
bawah. Tembakau merupakan urutan ke dua
setelah pengeluaran untuk konsumsi padi-
padian. 
Rokok merupakan masalah lama yang terus
dihadapi pemerintah namun sulit untuk disele-
saikan. Berbagai upaya telah dilakukan peme-
rintah seiring tindakan pencegahan merokok
seperti pembatasan ruang merokok, peringatan
bahaya rokok di kemasan rokok, kampanye anti-
merokok, pembatasan iklan rokok dan sebagai-
nya. Upaya-upaya tersebut dinilai masih belum
efektif karena belum mampu menekan tingkat
konsumsi rokok dari tahun ke tahun. 
Beberapa negara dengan tegas member-
lakukan aturan larangan merokok di tempat pu-
blik seperti Skotlandia, Irlandia, dan Inggris
yang berhasil menurunkan penjualan sebesar
11,6% perbulan. Namun aturan ini perlu diber-
lakukan secara tegas yang disertai dengan kon-
sekuensi-konsekuensi apabila terjadi pelang-
garan. Upaya ini juga dilakukan di Indonesia na-
mun sifatnya masih lokal, belum nasional de-
ngan peraturan-peraturan daerah mengenai
kawasan bebas rokok. Namun sekali lagi, per-
aturan ini belum dijalankan secara tegas sehing-
ga cenderung diabaikan oleh perokok aktif.
Industri Rokok
Pemerintah mencoba wacana baru dengan
menaikkan harga rokok hingga Rp 50.000.
Wacana ditanggapi secara positif oleh masyara-
kat yang sadar akan kesehatan namun ditang-
gapi negatif oleh industri rokok. Masyarakat
yang sadar akan kesehatan menjadikan wacana
ini sebagai upaya mengurangi tingkat konsumsi
rokok. Secara positif dampak buruk dari asap
rokok dapat berkurang seiring mahalnya biaya
yang dikeluarkan untuk dibakar lewat sebatang
rokok.
Industri rokok menganggap wacana kenaikan
rokok akan mematikan usaha mereka. Ketika
harga rokok naik,  biaya produksi juga akan me-
ningkat. Sehingga beberapa biaya produksi akan
dipangkas. Salah satu dampak dari tingginya
biaya produksi adalah pemangkasan tenaga ker-
ja. Industri rokok juga mengklaim bahwa indus-
tri ini telah memberikan sumbangsih sekitar Rp
157 triliun bagi pendapatan negara. 
Hal ini bukanlah menjadi suatu kendala, apa-
bila pemerintah mampu menjembatani secara
efektif produksi tembakau di Indonesia. Salah
satunya dengan menggiatkan kegiatan ekspor
tembakau. Sehingga produksi tembakau tetap
berjalan namun bukan dikonsumsi secara inter-
nal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di-
harapkan mampu menyelesaikan suatu
masalah tanpa menimbulkan masalah yang lain.
Selain wacana harga rokok, batasan area bebas
rokok perlu didukung secara nasional dengan
perlakuan yang tegas. Kesadaran akan dampak
buruk rokok perlu menjadi wacana bagi pen-
didikan di Indonesia.  q - k
*) Dr Tony Wijaya SE MM, Dosen FE
Universitas Negeri Yogyakarta.
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PADA hari Sabtu, 27 Agustus
2016, Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY) akan mengada-
kan wisuda di GOR UNY, Jl
Colombo 1 Yogyakarta, mulai
pukul 06.00-14.00 WIB. Terkait
dengan banyaknya kendaraan
keluarga wisudawan, kemungkin-
an kawasan GOR UNY akan terja-
di kemacetan. 
Untuk itu diharapkan agar war-
ga tidak melewati Jalan Colombo
pada jam tersebut. Atas perhatian-
nya diucapkan terima kasih, mo-
hon maaf atas kekurangnyaman-
an ini. q - k
Herman MPd
Kepala Humas UNY.
MEMERIAHKAN HUT ke-71
Kemerdekaan RI,  Hari Pramuka
dan menumbuhkembangkan minat
dan budaya baca di kalangan pela-
jar, Kantor Perpustakaan Daerah
Kabupaten Sleman menyeleng-
garakan beberapa lomba yaitu
Lomba Menulis SMP/MTs se-
Kabupaten Sleman, Tema 'Arti
Kemerdekaan bagi Remaja' dan
'Gerakan Pramuka Menumbuhkan
Kemandirian Anak'. Pendaftaran
paling lambat 26 Agustus 2016 dan
informasi lebih lanjut dapat
menghubungi panitia Wahyuning-
sih SIP, HP: 081227004458.
Lomba Menulis tingkat SMP/-
MTs, 29 Agustus 2016 di Gedung
Serbaguna Kabupaten Sleman,
Lomba Minat Baca tingkat SD dan
SMP, peserta mengumpulkan
sinopsis cerita rakyat untuk SD,
cerita pahlawan untuk SMP, bioda-
ta dan video penampilan peserta
durasi 3 menit. Pendaftaran paling
lambat 27 Agustus 2016, informasi
lebih lanjut dapat menghubungi
panitia Ratih Wulandari, HP:
081838120066.
Pengumuman 40 Besar (20 Putra
dan 20 Putri) 29 Agustus 2016, se-
mi final 40 besar 31 Agustus 2016,
final dan pengumuman pemenang
7 September 2016.
Lomba Permainan Tradisional
diselenggarakan  pada tanggal 30
Agustus 2016  bertempat di Ge-
dung Serbaguna Kabupaten Sle-
man, informasi lebih lanjut dapat
menghubungi panitia Wahyuning-
sih SIP, HP: 081227004458.
Seluruh hadiah lomba akan di-
sampaikan pada acara Gemilang
Perpustakaan Daerah Kabupaten
Sleman 2016 bertepatan pada Hari
Kunjung Perpustakaan 14 Sep-
tember 2016. q - k
Ratih Wulandari
Panitia Lomba Menulis dan
LMB 2016.
PADA 12 Mei 2016, Kemendagri
melalui Ditjen Dukcapil telah menge-
luarkan Surat Edaran Nomor
471/1768/SJ Tentang Percepatan
Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahir-
an, di mana poin 1 menyatakan da-
lam pelayanan perekaman, pener-
bitan dan penggantian e-KTP yang
rusak dan tidak mengubah elemen
data kependudukan, perlu penyeder-
hanaan prosedur. Cukup dengan me-
nunjukkan fotokopi Kartu Keluarga
tanpa surat pengantar dari RT, RW
dan Kelurahan/Kecamatan.
Namun dalam kenyataannya di
Kecamatan Depok Sleman, keca-
matan bersikeras biarpun telah me-
lakukan perekaman namun untuk
mencetak e-KTP harus dengan surat
pengantar dari RT, RW, Dukuh dan
Kelurahan/Kecamatan.
Seharusnya Pemerintah (Kemen-
dagri) terlebih dahulu melakukan so-
sialisasi Surat Edaran tersebut kepa-
da jajaran di bawahnya. Atau
mungkin dalam hal ini Kecamatan
Depok Sleman merasa lebih tinggi
wewenangnya sehingga dapat meng-
abaikan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri?
Selain itu kepada Menteri Dalam
Negeri dan jajarannya harap me-
mastikan kebijakan yang dikelu-
arkan diikuti jajaran di bawahnya.
Jangan hanya menggunakan slogan
'Revolusi Mental' jika masih meme-
gang prinsip kalau bisa susah buat
apa dibuat mudah. q - k
Dhio Shakarov
HP: 081381480763.
Membuat E-KTP, Masih Perlu Surat Pengantar?
